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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut 

atas respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah 

yang baik 

 

1.1 Tujuan Berdirinya OPD 

 

Bappeda adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Bappeda 

dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan guna meningkatkan keserasian 

pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara 

pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju 

perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan 

perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen 

Perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan 

daerah melalui aspek penguatan kelembagaan. 

Sesuai dengan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah dituntut 

lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan 
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kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh 

pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan 

perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah–langkah yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat 

diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan dari 

perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan 

arah yang dituju dan tidak abu–abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah 

agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan 

sistematis, sehingga pelaksanaanya mudah melakukan pengontrolan. 

Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Bertanggungjawab dalam 

Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan 

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tingkat Daerah. 

1.1.1 Cascading Kinerja 

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan 

kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dengan catatan kinerja yang digambarkan melalui 

cascading sebagai berikut: 
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Tabel 1.1.1 

Cascading Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

NO Tujuan PD Indikator Tujuan PD Sasaran PD
Indikator 

Sasaran PD
Program Indikator program Bidang Kegiatan Indikator Kegiatan Sub Bidang Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Urusan

1 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Nilai SAKIP Daerah Meningkatnya kualitas 

kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah

Nilai Evaluasi 

SAKIP OPD

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten/Kota

Persentase 

pelayanan 

administrasi 

pelayanan yang 

akuntabel dan tepat 

waktu

Sekretaris

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah

Persentase 

dokumen 

perencanaan,penga

nggaran  dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Subbag 

Perencanaan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Perencanaan 

Jumlah dokumen 

Penganggaran 

Perangkat Daerah

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Pelayanan  

Administrasi 

Keuanagn 

Perangkat Daerah 

yang tepat waktu

Subbag 

Keuangan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanana 

Tugas ASN

Jumlah dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah dalam 

keadaan baik

Subbag umum 

dan 

Kepegawaian 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Jumlah laporan 

penatausahaan barang 

milik daerah pada 

SKPD

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat daerah

Subbag umum 

dan 

Kepegawaian 

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah orang yang 

mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-

undangan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Persentase layanan 

umum perangkat 

daerah sesuai 

standar

Subbag umum 

dan 

Kepegawaian 

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

disediakan 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang disediakan 

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

 



4 | L K j I P  B a p p e d a  K a b u p a t e n  R e j a n g  L e b o n g  T a h u n  2 0 2 2  

Penyediaan 

peralat rumah 

tanggga

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

disediakan 

Penyediaan 

bahan logistik 

kantor

Jumlah paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan yang 

disediakan 

Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 

pada SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Pengadaan 

barang milik 

daerah penunjang 

urusan 

pemerintah 

daerah

Persentase sarana 

dan prasarana 

kantor dalam kondisi 

baik

Subbag Umum 

dan 

Kepegawaian 

Pengadaan 

kendaraan 

perorangan dinas 

atau kendaraan 

dinas jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Disediakan 

Pengadaan 

mebel

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah 

daerah

Persentase jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

dalam keadaan baik

Subbag Umum 

dan 

Kepegawaian 

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 
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Penyediaan 

pelayanan umum 

kantor
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

Pemeliharaan 

barang milik 

daerah penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase sarana 

dan prasarana 

kantor terpelihara

Subbag Umum 

dan 

Kepegawaian 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan dan 

pajak kendaraan 

perorangan dinas 

atau kendaraan 

dinas jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan/Re

habilitasi gedung 

kantor dan 

bangunan lainnya

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

Meningkatnya capaian 

perencanaan dan 

pengukuran kinerja 

pada SAKIP Daerah

Nilai SAKIP 

Komponen 

perencanaan 

kinerja

Program 

Perencanaan, 

pengendalian, 

dan evaluasi 

pembangunan 

daerah

Penjabaran 

konsistensi program 

RPJMD kedalam 

RKPD

Bidang 

Penelitian,P

engembang

an dan 

kerjasama 

pembangun

Penyusunan 

perencanaan dan 

pendanaan 

Persentase 

dokumen 

perencanaan yang 

disusun

Subbid 

Pengembanga

n Sistem 

Perencanaan

Pelaksanana 

Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara 

Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Persentase 

pelaksanaan Forum 

Konsultasi 

Publik,Forum OPD 

dan Musrenbang 

Kabupaten

Jumlah berita acara 

Forum Konsultasi 

Publik dan Forum OPD

Nilai SAKIP 

Komponen 

pengukuran 

kinerja

Koordinasi 

penyusunan dan 

dan penetapan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

kabupate/kota

Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD

), PK dan IKU 

Kabupaten

Analisis data dan 

informasi 

pemerintahan 

daerah bidang 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

Persentase  tingkat 

ketersediaan data 

perencanaan 

pembangunan

Subbid data 

evaluasi & 

pelaporan

Analisis Data dan 

Informasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Masukan 

Analisis Data untuk 

Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Semua Perencanaan 

Pembangunan Daerah)

Pengendalian 

Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Persentase Laporan 

Hasil Evaluasi 

Kinerja 

Pembangunan 

Daerah yang 

disusun

Subbid data 

evaluasi & 

pelaporan

Monitoring 

Evaluasi dan 

penyusunan 

Laporan Berkala 

pelaksanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah
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Jumlah dokumen 

evaluasi RPJMD dan 

RKPD

Jumlah dokumen 

evaluasi RPJMD dan 

RKPD

Program 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

Penjabaran 

konsistensi program 

RKPD kedalam 

APBD Bidang 

Ekonomi & Dunia 

Usaha, Bidang 

Sosial Pelayanan 

Dasar, Bidang Fisik, 

Sarana Prasarana 

& Tata Ruang

Bidang 

Ekonomi & 

Dunia 

Usaha, 

Bidang 

Sosial 

Pelayanan 

Dasar, 

Bidang 

Fisik, 

Sarana 

Koordinasi 

perencanaan 

Bidang 

Pemerintahan 

dan 

Pembangunan 

Manusia

Persentase 

keselarasan antara 

RKPD dan APBD 

Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Koordinasi 

Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah Bidang 

Pembangunan 

Manusia 

(RPJPD,RPJMD 

dan RKPD)

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia ( 

RPJPD,RPJMD dan 

RKPD)

Persentase jumlah 

program Renstra 

yang selaras 

dengan program 

RPJMD Bidang 

Ekonomi & Dunia 

Usaha, Bidang 

Sosial Pelayanan 

Dasar, Bidang Fisik, 

Sarana Prasarana 

& Tata Ruang

Bidang 

Ekonomi & 

Dunia 

Usaha, 

Bidang 

Sosial 

Pelayanan 

Dasar, 

Bidang 

Fisik, 

Sarana 

Prasarana 

Persentase jumlah 

program Renstra 

yang selaras dengan 

program RPJMD 

Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Jumlah Dokumen 

Renstra Perangkat 

Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

(RPJPD, RPJMD dan 

RKPD)

Persentase tujuan 

dan sasaran pada 

PK yang selaras 

dengan Renstra 

Bidang Ekonomi & 

Dunia Usaha, 

Bidang Sosial 

Pelayanan Dasar, 

Bidang Fisik, 

Sarana Prasarana 

& Tata Ruang

Bidang 

Ekonomi & 

Dunia 

Usaha, 

Bidang 

Sosial 

Pelayanan 

Dasar, 

Bidang 

Fisik, 

Sarana 

Persentase tujuan 

dan sasaran pada 

PK yang selaars 

dengan Renstra 

Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Jumlah dokumen PK 

Perangkat Daerah 

bidang pembangunan 

manusia

Persentase program 

pada Renstra yang 

selaras dengan 

Renja Bidang 

Ekonomi & Dunia 

Usaha, Bidang 

Sosial Pelayanan 

Dasar, Bidang Fisik, 

Sarana Prasarana 

& Tata Ruang

Bidang 

Ekonomi & 

Dunia 

Usaha, 

Bidang 

Sosial 

Pelayanan 

Dasar, 

Bidang 

Fisik, 

Sarana 

Prasarana 

Persentase program 

pada Renstra yang 

selaras dengan 

Renja Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Jumlah dokumen Renja 

Perangkat Daerah 

Bidang Pembanguann 

Manusia
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Persentase OPD 

yang menyusun 

IKU, PK dan 

Rencana Aksi 

Bidang Ekonomi & 

Dunia Usaha, 

Bidang Sosial 

Pelayanan Dasar, 

Bidang Fisik, 

Sarana Prasarana 

& Tata Ruang

Bidang 

Ekonomi & 

Dunia 

Usaha, 

Bidang 

Sosial 

Pelayanan 

Dasar, 

Bidang 

Fisik, 

Sarana 

Persentase OPD 

yang menyusun 

IKU, PK dan 

Rencana Aksi 

Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Jumlah dokumen IKU 

dan Rencana aksi 

Bidang Pembangunan 

Manusia

Persentase 

Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

penyusunan 

Renstra/ Renja 

Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Manusia

Subbid 

Kesehatan & 

Keluarga 

Berencana,Su

bbid Sumber 

Daya Manusia, 

Subbid Sosial 

dan Budaya

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Mendapatkan 

Monitoring dan 

Evaluasi dalam 

Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Pembangunan Manusia

Koordinasi 

Perencanaan 

Bidang 

Perekonomian 

dan SDA( 

Sumber Daya 

Alam)

Persentase 

keselarasan antara 

RKPD dan APBD 

Bidang 

Perekonomian dan 

SDA

Subbid 

Ekonomi, 

Subbid 

Pertanian dan 

Subbid 

Ekonomi dan 

Dunia Usaha

Koordinasi 

Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah Bidang 

Perekonomian 

(RPJPD,RPJMD 

dan RKPD)

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Bidang Perekonomian 

( RPJPD,RPJMD dan 

RKPD)

Persentase jumlah 

program Renstra 

yang selaras dengan 

program RPJMD 

Bidang 

Perekonomian dan 

SDA

Subbid 

Ekonomi, 

Subbid 

Pertanian dan 

Subbid 

Ekonomi dan 

Dunia Usaha

Jumlah Dokumen 

Renstra Perangkat 

Daerah Bidang 

Perekonomian 

Persentase tujuan 

dan sasaran pada 

PK yang selaars 

dengan Renstra 

Bidang 

Perekonomian dan 

SDA

Subbid 

Ekonomi, 

Subbid 

Pertanian dan 

Subbid 

Ekonomi dan 

Dunia Usaha

Jumlah dokumen PK 

Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian

Persentase program 

pada Renstra yang 

selaras dengan 

RenjaBidang 

Perekonomian dan 

SDA

Subbid 

Ekonomi, 

Subbid 

Pertanian dan 

Subbid 

Ekonomi dan 

Dunia Usaha

Jumlah dokumen Renja 

Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian 

Persentase OPD 

yang menyusun 

IKU, PK dan 

Rencana Aksi 

Bidang 

Perekonomian dan 

SDA

Subbid 

Ekonomi, 

Subbid 

Pertanian dan 

Subbid 

Ekonomi dan 

Dunia Usaha

Jumlah dokumen IKU 

dan Rencana Aksi 

Bidang Perekonomian 
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Persentase 

Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

penyusunan 

Renstra/ Renja 

Bidang 

Perekonomian dan 

SDA( Sumber Daya 

Alam)

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Mendapatkan 

Monitoring dan 

Evaluasi Dalam 

Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Perekonomian 

Koordinasi 

Perencanaan 

Bidang 

Infrastruktur dan 

kewilayahan 

Persentase 

keselarasan antara 

RKPD dan APBD 

Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Subbid 

pemukiman & 

Prasarana 

Wilayah, 

Subbid 

Pengembanga

n Kawasan & 

Daerah 

Bawahan , 

Subbid Tata 

Ruang & 

Sumber Daya 

Alam 

Koordinasi 

Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

(RPJPD,RPJMD 

dan RKPD)

Jumlah dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Bidang Infrastruktur  ( 

RPJPD,RPJMD dan 

RKPD)

Persentase jumlah 

program Renstra 

yang selaras dengan 

program RPJMD 

Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Subbid 

pemukiman & 

Prasarana 

Wilayah, 

Subbid 

Pengembanga

n Kawasan & 

Daerah 

Bawahan , 

Subbid Tata 

Ruang & 

Sumber Daya 

Alam 

Jumlah Dokumen 

Renstra Perangkat 

Daerah Bidang 

Infrastruktur

Persentase tujuan 

dan sasaran pada 

PK yang selaars 

dengan Renstra 

Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Subbid 

pemukiman & 

Prasarana 

Wilayah, 

Subbid 

Pengembanga

n Kawasan & 

Daerah 

Bawahan , 

Subbid Tata 

Ruang & 

Sumber Daya 

Alam 

Jumlah dokumen PK 

Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur 
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Persentase program 

pada Renstra yang 

selaras dengan 

Renja Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

Subbid 

pemukiman & 

Prasarana 

Wilayah, 

Subbid 

Pengembanga

n Kawasan & 

Daerah 

Bawahan , 

Subbid Tata 

Ruang & 

Sumber Daya 

Alam 

Jumlah dokumen Renja 

Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur

Persentase OPD 

yang menyusun 

IKU, PK dan 

Rencana Aksi 

Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Subbid 

pemukiman & 

Prasarana 

Wilayah, 

Subbid 

Pengembanga

n Kawasan & 

Daerah 

Bawahan , 

Subbid Tata 

Ruang & 

Sumber Daya 

Alam 

Jumlah dokumen IKU 

dan Rencana Aksi 

Bidang Infrastruktur

Persentase 

Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

penyusunan 

Renstra/ Renja 

Bidang Infrastruktur 

dan kewilayahan

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

mendapatkan 

Monitoring dan 

Evaluasi dalam 

Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Infrastruktur

2 Meningkatnya 

masyarakat yang 

berdaya saing 

dan inovatif

Nilai Indeks Inovasi 

daerah

Meningkatnya 

Penerapan inovasi dan 

daya saing daerah

Persentase 

perangkat 

daerah dan 

Lembaga 

masyarakat 

yang difasilitasi 

dalam 

penerapan 

inovasi daerah

Program 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Persentase hasil 

kelitbangan yang 

digunakan sebagai 

dasar rumusan 

kebijakan 

Bidang 

Penelitian, 

Pengemban

gan & 

Kerjasama 

Pembangun

an

Pengembangan 

Inovasi dan 

teknologi

Persentase 

ketersediaan hasil 

penelitian dan 

pengembangan 

Subbid 

penelitian & 

kerjasama 

pembangunan

Penelitian,penge

mbangan, dan 

perekayasaan di 

Bidang Teknologi 

dan Inovasi

Jumlah dokumen hasil 

penelitian, 

pengembangan, dan 

perekayasaan Di 

Bidang Teknologi dan 

Inovasi

Penelitian dan 

pengembanga

n 

Jumlah hasil penelitian 

perguruan tinggi,pihak 

ketiga dan lain- lain 

yang dimanfaatkan 

Nilai Indeks Daya 

Saing Daerah
Tingkat 

pemenuhan 

data daya saing 

daerah

persentase inovasi 

dan daya saing yang 

mendukung 

pembangunan 

daerah

Sosialisasi dan 

diseminasi hasil - 

hasil kelitbangan

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan 

Sosialisasi dan 

Diseminasi Hasil-hasil 

Kelitbangan 

Jumlah dokumen data 

dukung indeks daya 

saing daerah  
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Jumlah dokumen data 

pendukung inovasi 

daerah

Jumlah inovasi 

Perangkat daerah dan 

lembaga masyarakat

Jumlah inovasi 

Perangkat daerah dan 

lembaga masyarakat

jumlah buletin 

perencanaan 

pembangunan 
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1.1.2 Pohon Kinerja 

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi 

yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun 

pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis 

dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. 

Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika 

yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternative solusi baru dalam 

mencapai kinerja.  

Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja), 

yaitu sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives), sasaran/kinerja level taktis 

(tactical objektives), dan sasaran/kinerja level operasional (operasional objektives). 
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Gambar 1.1.2 

Pohon Kinerja 

 

1. Nilai Indeks Inovasi Daerah

2. Nilai Indeks Daya Saing Daerah

IK

1 1

1 1

2

1

2

3

1. Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang 

difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif

Indikator

Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah

Indikator

2. Tingkat pemenuhan data daya saing daerah

Meningkatnya kualitas hasil kelitbang dan perumusan kebijakan 

pemerintah daerah

Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar 

rumusan kebijakan

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian 

dan pengembangan pembangunan daerah

Meningkatnya penguatan inovasi daerah dan 

daya saing

Indikator Indikator

Persentase ketersediaan hasil 

penelitian dan pengembangan

Persentase inovasi dan daya saing yang 

mendukung pembangunan daerah

Meningkatnya pemanfaatan hasil 

kelitbangan

Meningkatnya inovasi perangkat 

daerah dan lembaga masyarakat

Jumlah buletin 

perencanaan pembangunan

Indikator

Jumlah dokumen data 

pendukung inovasi daerah

Jumlah dokumen data 

pendukung daya saing 

daerah

Indikator Indikator

Jumlah dokumen hasil penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan di 

Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah inovasi perangkat 

daerah dan lembaga 

masyarakat

Meningkatnya ketersediaan data 

dalam rangka inovasi dan daya 

saing daerah

Jumlah hasil penelitian pengurusan 

tinggi pihak ketiga, dan lain-lain yang 

dimanfaatkan

2 Jumlah inovasi Perangkat 

Daerah

Pohon Kinerja 1

Meningkatnya motivasi, kemampuan dan keterampilan, lingkungan 

dan fasilitasi yang mendukung daya saing dan inovasi organisasi 

masyarakat

indikator

Tingkat realisasi inovasi daerah
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1. Nilai SAKIP OPD 1.

2. Persentase inovasi yang terealisasi 2.

1 1

2

2

3

4

1 1 1 1 1 1 1 1

2

3 3 2 2 2

4 3 3 3

1 1 1

2

2 2

3

3 3 4

2 2

2 2 2 2

5

4

3 3 3

6 4

5

7

8

1

2

3

Indikator

1 Persentase dokumen 

perencanaan daerah yang 

disusun

Persentase keselarasan 

antara RKPD dan APBD 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Persentase tujuan dan 

sasaran pada PK yang 

selaras dengan Renstra 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

2

Persentase pelaksanaan, 

Forum Konsultasi Publik, 

Forum OPD dan 

Musrenbang Kabupaten 2 Persentase OPD yang 

menyusun IKU, PK, dan 

Rencana Aksi Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Persentase jumlah 

program Renstra yang 

selaras dengan program 

RPJMD Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Indikator

Persentase OPD yang menyusun IKU, PK, dan Rencana 

AksiPersentase program Renstra yang selaras 

dengan program RPJMD

Persentase program pada Renstra yang selaras 

dengan Renja

Meningkatnya kualitas dokumen 

perencanaan daerah dan kualitas 

data dan informasi perencanaan

Meningkatnya ketersediaan dan 

kualitas dokumen pengukuran 

kinerja Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan

Sasaran 2 : Meningkatnya capaian  perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP daerah

Indikator

Nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Meningkatnya keselarasan dan kualitas dokumen 

perencanaan

Indikator

Meningkatnya ketersediaan dan 

kualitas dokumen pengukuran 

kinerja Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Indikator

Indikator

Jumlah dokumen evaluasi 

RPJMD dan RKPD

jumlah masukan analis 

data untuk penyusunan 

kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah

Jumlah laporan hasil 

evaluasi Pembangunan 

Daerah

Jumlah dokumen PK 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan manusia

Jumlah dokumen PK dan 

IKU Kabupaten
4

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke 

dalam RKPD

Indikator Indikator

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam 

APBD

Indikator

Indikator

Jumlah berita acara Forum 

Konsultasi Publik,dan 

Jumlah dokumen 

proseding Musrenbang 

kecamatan dan kabupaten

Terhimpunnya data dan informasi 

perencanaan yang akurat

Jumlah dokumen RPJPD

Jumlah berita acara 

musrenbang Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Renja  

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen 

proseding Musrenbang 

kecamatan dan kabupaten

Terhimpunnya dokumen 

perencanaan kinerja Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia

Indikator

Jumlah dokumen RPJMD

Persentase laporan hasil 

evaluasi kinerja 

Pembangunan Daerah 

yang disusun

Terhimpunnya dokumen 

perencanaan daerah

2

Persentase tingkat 

ketersediaan data 

perencanaan 

pembangunan daerah

Indikator Indikator1 Jumlah dokumen Renstra 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

Terhimpunnya dokumen 

perencanaan kinerja Bidang 

Perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam)

Terhimpunnya dokumen 

pengukuran kinerja Bidang 

Perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam)

Terhimpunnya dokumen 

pengukuran kinerja Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

3 Persentase perangkat 

daerah yang mendapatkan 

monitoring dan evaluasi 

dalam penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Persentase program pada 

Renstra yang selaras 

dengan Renja Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Persentase program pada 

Renstra yang selaras 

dengan Renja Bidang 

Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam) 

Persentase program pada 

Renstra yang selaras 

dengan Renja Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Persentase program 

Renstra yang selaras 

dengan program RPJMD 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Persentase program 

renstra yang selaras 

dengan program RPJMD 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

1 Jumlah dokumen Renstra 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

1 Jumlah dokumen IKU 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Terhimpunnya dokumen 

perencanaan kinerja  Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

Terhimpunnya dokumen 

pengukuran kinerja Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia

Jumlah dokumen rencana 

aksi Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan 

Manusia

Jumlah dokumen rencana 

aksi Bidang Perekonomian 

dan SDA(sumber daya 

alam)

Jumlah rencana aksi 

Bidang Infrastruktur dan 

kewilayahan 

Jumlah dokumen Renja  

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

Jumlah Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

Dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Perekonomian dan SDA( 

Sumber Daya Manusia)

Jumlah Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahn

Indikator Indikator

1 Jumlah dokumen IKU 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

1 Jumlah dokumen IKU 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

4

Jumlah dokumen Renstra 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen Renja  

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Jumlah Perangkat Daerah 

yang mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

Dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Pemerintahan dan 

pembangunan manusia

Jumlah dokumen PK 

Bidang Perekonomian dan 

SDA(Sumber Daya Alam)

Jumlah dokumen rencana 

aksi Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Indikator Indikator

Meningkatnya keselarasan dan 

kualitas dokumen perencanaan 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Meningkatnya keselarasan dan 

kualitas dokumen perencanaan 

Bidang Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam)

Meningkatnya keselarasan dan 

kualitas dokumen Perencanaan 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Meningkatnya ketersediaan dan 

kualitas pengukuran kinerja 

Bidang Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam)

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen 

pengukuran kinerja

Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras 

dengan Renstra

Jumlah dokumen DPA-SKPD 

& dokumen Perubahan DPA-

SKPD

3 Persentase perangkat 

daerah yang mendapatkan 

monitoring dan evaluasi 

dalam penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam)

Persentase tujuan dan 

sasaran pada PK yang 

selaras dengan Renstra 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

2 Persentase OPD yang 

menyusun IKU, PK, dan 

Rencana Aksi Bidang 

Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam)

Persentase OPD yang 

menyusun IKU, PK, dan 

Rencana Aksi Bidang 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Persentase keselarasan 

antara RKPD dan APBD 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

Persentase keselarasan 

antara RKPD dan APBD 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Persentase tujuan dan 

sasaran pada PK yang 

selaras dengan Renstra 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan dan keuangan 

perangkat daerah

Indikator

Jumlah dokumen RKPD 1

3 Persentase perangkat 

daerah yang mendapatkan 

monitoring dan evaluasi 

dalam penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen laporan 

kegiatan stock opname 

persediaan barang

3

Jumlah laporan capaian 

kinerja yang dibuat

Jumlah dokumen rencana 

kebutuhan barang dan jasa 

administrasi perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan 

tepat waktu

Jumlah rekap absen 

pegawai yang dibuat

Jumlah dokumen 

pelaksanaan inventarisasi 

barang milik daerah

2
Jumlah SPJ yang diverifikasi, 

disahkan dan disusun

Jumlah administrasi 

dokumen (SK, Kenaikan gaji 

berkala dsb) kepegawaian 

yang dibuat

2

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

& dokumen perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen 

penyusunan laporan barang 

semesteran dan tahunan

Jumlah bahan dan data 

laporan 

pertanggungjawaban, 

laporan realisasi anggaran, 

dan laporan keuangan yang 

dibuat

3

Indikator Indikator Indikator Indikator

Jumlah surat masuk dan 

keluar yang diagendakan 

dan diarsipkan

1
Jumlah SPP dan SPM yang 

diajukan 1

Jumlah Dokumen Renstra 

dan Renja Perangkat 

Daerah yang disusun

Persentase pengelolaan 

barang milik daerah dalam 

keadaan baik

Persentase sarana dan 

prasarana kantor dalam 

kondisi baik

Terlaksananya layanan umum 

dan pengelolaan sarana dan 

prasarana Bappeda

Terlaksananya pengelolaan 

keuangan Bappeda

Terlaksananya penyusunan 

dokumen perencanaan, 

penganggaran dan laporan capain 

kinerja Bappeda

Terlaksananya pengelolaan 

kepegawaian Bappeda

Indikator Indikator Indikator Indikator

Persentase layanan umum 

perangkat daerah sesuai 

standar

1 Persentase pelayanan 

administrasi keuangan 

perangkat daerah yang 

tepat waktu

1 Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja Perangkat Daerah

Persentase administrasi 

kepegawaian perangkat 

daerah 

Pohon Kinerja 2

Meningkatnya fasilitasi layanan 

umum Bappeda
Meningkatnya kualitas 

penatausahaan keuangan 

Bappeda

Meningkatnya kualitas 

perencanaan ,penganggaran dan 

evaluasi kinerja  Bappeda

Meningkatnya kualitas SDM 

Bappeda

Indikator

Indikator

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat 

daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator

Nilai SAKIP DAERAH

Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik

Indikator

Nilai SAKIP
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1.2 Tugas Pokok dan Fungsi  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada daerah. 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur 

Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin 

oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 

57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. 

 

1.3 Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini 

berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang 

Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1(satu) orang Kasubbag, 13 (tiga belas) 

orang fungsional perencana hasil dari penyetaraan jabatan, 1 (satu) orang analisis 
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keuangan pusat/daerah hasil penyetaraan  dan 14 (  empat belas) orang fungsional 

umum 

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda 

khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori, 

pangkat/golongan, tingkat pendidikan. 

Sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan pegawai 

didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda Kabupaten 

Rejang Lebong berdasarkan golongan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini: 

Tabel 1.2  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022 

No Golongan  Jumlah Ket 

1. Golongan IV 8  

2. Golongan III 25  

3. Golongan II 2  

4. Golongan I 0  

 Jumlah Pegawai 35  

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2022)  

 

Kekuatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan golongan 

adalah Gol. IV sebesar 23% atau sebanyak 8 orang, Gol III sebesar 71% atau seanyak 

25 orang, dan Gol II sebesar 6% atau sebanyak 2 orang, sedangkan untuk Gol I 

sebesar 0%. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 

berikut: 
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Grafik 1.1 

Persentase pegawai Berdasarkan Golongan 

 

 

Tabel 1.3 

  Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

 Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2022 

 

N

O 
Pendidikan  Jumlah Ket 

1. Strata-3 (S3) 0  

2. Strata-2 (S2) 7  

3. Strata-1 (S1) 23  

4. Sarjana Muda (D3) 2  

5. SMA/ SMK 3  

6. SLTP 0  

7. SD 0  

8. Jumlah Pegawai 35  

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2022) 

 

Pada Tahun 2022, kekuatan pegawai pada Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 0% berpendidikan S3, 21% 

berpendidikan S2 atau sebanyak 7 orang, 68% berpendidikan S1 atau sebanyak 23 
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orang, yang berpendidikan D3 sebesar 5% atau sebanyak 2 orang, dan yang 

berpendidikan SMA sebesar 6% atau 3 orang, Potret pendidikan pegawai Bappeda 

Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 1.2 

Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 

 

 

1.3.1    Struktur Organisasi 

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi 

Bappeda Rejang Lebong yaitu sebagai berikut: 

 

1. Kepala Badan 

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi : 

1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Bupati; 



18 | L K j I P  B a p p e d a  K a b u p a t e n  R e j a n g  L e b o n g  T a h u n  2 0 2 2  

4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian 

di lingkungan Badan; dan 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan 

koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai 

fungsi: 

1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program 

kerja Badan; 

2) Melakukan urusan umum dan kepegawaian; 

3) Melakukan urusan keuangan; dan 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub 

Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

a. Sub Bagian Perencanaan  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha 

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan 

mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, 

Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, 

Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, 

Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga 

mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan). 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan 

Dunia Usaha mempunyai fungsi: 

1) Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha; 

2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di 

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha; 

3) Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha; 

4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana 

pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang 

diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program 

Tahunan Nasional; dan 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub 

Bidang. 

a. Sub Bidang Ekonomi  

b. Sub Bidang Pertanian 

c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha. 

 

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar 

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan 

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya 

manusia, sosial dan budaya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan 

Dasar mempunyai fungsi : 

1) Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar; 

2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan 

Dasar; 

3) Melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial 

Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 

pemecahannya; 
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4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di 

Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-

kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan 

diusulkan ke dalam program tahunan nasional; 

5) Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial 

Pelayanan Dasar; dan 

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub 

Bidang. 

a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 

b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia 

c. Sub Bidang Sosial Budaya 

 

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang  

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas 

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana 

prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana 

Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi: 

1) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang 

fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah 

bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam 

rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan 

yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan 

kedalam program tahunan provinsi/nasional; 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan 

dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan 

daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, 

sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, 
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tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

4) Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan 

tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; 

dan 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang. 

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan 

c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

 

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan 

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan 

kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 

pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi : 

1) pelaksanaan kegiatan penelitian; 

2) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan; 

3) pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan; 

4) pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan 

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya  

 

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 

tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. 

a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan  
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b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan  

c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan  

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  

 

Gambar 1.2 

Bagan Struktur Organisasi Bappeda 

 

 

 

1.4  Permasalahan utama OPD  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai 

badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun 

strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap 

pelaksanana peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab 

tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. 
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Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong 

Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah 

memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem 

perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, 

antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah; 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan; 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan; 

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, 

Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah 

pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026 dan memperhatikan aspirasi dan 

kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan dan urusan 

penelitian, memiliki masalah pokok berupa kualitas perencanaan pembangunan daerah 

yang belum optimal. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah 

sebagai berikut  : 

1. Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan.  

Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah 

daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan 

pembangunan berjalan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas 
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perencanaan dapat tercapai manakala ada keselarasan antara perencanaan 

daerah dan perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka panjang, 

jangka menengah maupun tahunan ( RPJPD – RPJMD- RENSTRA – RKPD – 

RENJA).  

2. Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal.  

3. Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga 

indikator kinerja output dan outcome belum sesuai level jabatan. 

4. Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan 

ketersediaan data yang belum valid.  

5. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

pelayanan.  

6. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.  

 

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung 

untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. 

2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang inovasi dan daya saing 

daerah. 

 

Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Masih rendahnya nilai 

SAKIP daerah  

Kurangnya 

sinkronisasi dan 

konsistensi antar 

dokumen perencanaan  

Belum optimalnya 

keselarasan antar 

dokumen 

perencanaan  

  Belum optimalnya 

perencanaan kinerja  

Dokumen  

perencanaan 

pembangunan yang 
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tersedia belum 

optimal 

  Belum optimalnya 

pengukuran kinerja 

Masih kurangnya 

pemahaman dalam 

penentuan 

indikator kinerja 

sehingga indikator 

kinerja output dan 

outcome belum 

sesuai dengan level 

jabatan 

  Kurang optimalnya 

evaluasi dan 

pengendalian 

pembangunan 

Penetapan 

indikator kinerja 

program/kegiatan 

yang belum tepat 

dan ketersediaan 

data yang belum 

valid 

2 Masih Rendahnya 

inovasi dan daya saing 

daerah 

Kurangnya kualitas 

kelitbangan yang 

dihasilkan  

Penelitian yang 

dilakukan belum 

sepenuhnya 

diarahkan berkaitan 

langsung untuk 

menjawab 

permasalahan 

pembangunan di 

Kabupaten Rejang 

Lebong 

  Kurangnya motivasi 

perangkat daerah 

dalam pengembangan 

Kurangnya 

pemahaman 

perangkat daerah 
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inovasi dan daya saing 

daerah 

tentang inovasi dan 

daya saing daerah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

2.1 IKU (Indikator Kinerja Utama) Organisasi 2022 

 Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama 

(IKU). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dinyatakan bahwa indikator kinerja 

utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan 

ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi 

organisasi.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta 

mandat yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar 

penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator 

kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk 

menilai tingkat kinerja. 
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Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Spesifik dan jelas (spesifik) 

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga 

mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau 

capain kinerja dari kegiatan atau program dan tidak bermakna. 

2. Dapat diukur secara obyektif (Measurabel) 

Indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif.  

3. Dapat dicapai (achievable) 

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan kinerja yang akan dapat dicapai 

oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu 

mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat 

controllable dan uncontrollable bagi organisasi. 

4. Terkait pada hasil (Relevance). 

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang diukur. 

5.  Untuk kurun waktu tertentu (Time-bound) 

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja 

dicapai untuk kurun waktu tertentu. 

 

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama 

diambil dari indikator sasaran dokumen perencanaan strategis (Renstra) untuk 

Periode 2021-2026 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Indikator 

Kinerja Utamanya sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 

 

 

Nilai SAKIP OPD Predikat Inspektorat 

 Persentase inovasi 

yang terealisasi 
%  Bappeda 

 Nilai SAKIP 

komponen 

perencanaan  

kinerja 

 Nilai SAKIP 

Komponen 

Pengukuran Kinerja 

 Persentase 

Perangkat Daerah 

dan lembaga 

masyarakat yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

 % 

 Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan 

Kerjasama 

Pembangunan 

 Tingkat pemenuhan 

data daya saing 

daerah 

 % 

 Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan 

Kerjasama 

Pembangunan 

 SATUAN 
 SASARAN 

STRATEGIS 

 INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

 PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN  NO

 Meningkatnya penerapan 

inovasi dan daya saing 

daerah 

 Meningkatnya kualitas 

kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah 

1

3

2

 Meningkatnya capaian 

perencanaan  dan 

pengukuran kinerja pada 

SAKIP Daerah 

 Nilai 

 

PENANGGU

NG JAWAB 

 SUMBER DATA 

KemenPAN-RB  Sekretariat 

 Bidang 

Penelitian, 

Pengembangan 

dan Kerjasama 

Pembangunan 

 Sekretariat 

 Sekretariat 

 Bidang 

Penelitian, 

Pengembangan 

dan Kerjasama 

Pembangunan 
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2.2  Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022 

 

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan 

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana 

yang terbatas.  

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target pada dokumen perencanaan 

jangka menengah sebagaimana yang terdapat Renstra  Bappeda Tahun 2021-2026, 

maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong dengan Bupati Rejang Lebong. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur 

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir 

Tahun Anggaran 2022. 

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Bappeda 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong  Tahun 2022, berikut Perjanjian Kinerja terdapat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 – Perubahan 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1 Meningkatnya kualitas kinerja dan 

pelayanan perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD 

 

 

BB 

 

BB 

  

Persentase inovasi yang 

terealisasi 
100% 

 

 

100% 

 

2 

 

Meningkatnya capaian perencanaan 

dan pengukuran kinerja pada SAKIP 

Daerah 

 

  Nilai SAKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja 
21,27% 19,34% 

Nilai SAKIP Komponen 

Pengukuran Kinerja 14,83% 14,07% 

3 Meningkatnya penerapan inovasi dan 

daya saing daerah 

Persentase perangkat daerah 

dan lembaga masyarakat yang 

difasilitasi dalam penerapan 

inovasi daerah 

 

9,0% 9,0% 

 Tingkat pemenuhan data daya 

saing daerah 

 

 

82,47% 

 

82,47% 
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Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 
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2.3 Rencana Aksi  

Penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada diperjanjian kinerja, rencana 

aksi harus selaras antara Perjanjian Kinerja dengan target periodik, rencana aksi 

merupakan tindak lanjut perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator 

kinerja, rencana target per triwulan dalam satu tahun untuk mencapai hasil dalam 

perjanjian kinerja. 

Berikut adalah capaian target rencana aksi : 

Sasaran 1 : a. Indikator Nilai SAKIP OPD, dengan target BB, pada 

triwulan IV ditargetkan dapat tercapai. Indikator di dukung 

dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota  dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Indikator persentase inovasi yang terealisasi, dengan target 

100%, diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang 

ditargetkan. Indikator di dukung dengan Program Penelitian 

dan Pengembangan Daerah dan kegiatan Pengembangan 

Inovasi dan Teknologi. 

Sasaran 2 : a. Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, 

dengan target 19,34%. Indikator di dukung dengan program 

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan 

kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan 

Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang 

Perekonomian dan SDA, Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan.  dan di dukung Program 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, dan kegiatan Penyusunan Perencanana dan 

Pendanaan, Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

b. Indikator Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, 

dengan target 14,07% yang didukung dengan program 

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah, dan 

didukung  kegiatan dengan program Koordinasi dan 
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Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan kegiatan Koordinasi 

Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 

dan SDA, Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan.  dan di dukung Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan 

kegiatan Penyusunan Perencanana dan Pendanaan, Kegiatan 

Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Sasaran 3 : a. Indikator Persentase perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi 

daerah, dengan target 9,0% yang didukung dengan program 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan didukung 

kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

b. Indikator tingkat pemenuhan data daya saing daerah, 

dengan target 82,47% yang didukung dengan program 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan didukung 

kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 
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Tabel 2.3 

RENCANA AKSI – PERUBAHAN TAHUN 2022 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan 
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4

Nilai SAKIP OPD
 Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota
BB BB  -  -  - BB

Persentase Inovasi yang terealisasi Penelitian dan Pengembangan 

Daerah
100% 100% 100%  -  - 100%

2
Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah
21,27% 19,34%  -  -  - 19,34%

Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah

14,83% 14,07%  -  -  - 14,07%

Persentase perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang difasilitasi dalam 

penerapan inovasi daerah

9,0% 9,0%  -  -  - 9,0%

Tingkat pemenuhan data daya saing daerah 82,47% 82,47%  -  -  - 82,47%

No Sasaran Strategis

Rencana/Target Capaian

Keterangan

1
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah

Indikator Kinerja

Target

3
Meningkatnya penerapan inovasi dan daya 

saing daerah

Program

Meningkatnya capaian perencanaan dan 

pengukuran kinerja pada SAKIP daerah

Penelitian dan Pengembangan 

Daerah
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Berdasarkan Tabel 2.3, Indikator yang berubah target adalah : 

- Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja, dengan target awal 

21,27%, dan pada perubahan di targetkan 19,34% (target disesuaikan 

dengan capaian tahun 2021)target berubah di disebabkan untuk hasil 

evaluasi SAKIP dari KemenPAN RB tahun 2022 paling lambat baru 

keluar pada bulan Februari. 

- Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja, dengan target awal 

14,83%, dan pada perubahan di targetkan 14,07%, ( target disesuaikan 

dengan capaian tahun 2021) target berubah di disebabkan untuk hasil 

evaluasi SAKIP dari KemenPAN RB tahun 2022 paling lambat baru 

keluar pada bulan Februari.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Bappeda 

Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang amanah penyelenggara program 

kegiatan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan serta 

kewajiban untuk melaksankan akuntabilitas dan menyajikannya di dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat 

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat 

diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. 

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja sebagai ukuran 

keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program 

dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan 

unit organisasi. Pengukuran kinerja dalam LKjIP Bappeda dilakukan terhadap 

indikator sasaran stategis yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala 

Bappeda dan juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran 

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Bappeda sesuai dengan tugas 

fungsi serta mandat (core business) yang diemban. 

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

Persentase Pencapaian Realisasi 

rencana tingkat capaian Rencana

x 100%=

 

 



38 | L K j I P  B a p p e d a  K a b u p a t e n  R e j a n g  L e b o n g  T a h u n  2 0 2 2  

2. Rumus 2 :  Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin rendah, maka digunakan sebagai berikut: 

Persentase Pencapaian

rencana tingkat capaian Rencana

Realisasi-(Realisasi-Rencana)= x 100%

 

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Bappeda 

Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan 

atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

Lebih dari 100% : Sangat Berhasil (SB) 

Lebih dari 75% sd 100% : Berhasil (B) 

55% sd 75% : Cukup Berhasil (C) 

Kurang dari 55% : Kurang Berhasil (KB) 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam 

rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, 

dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi 

yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara 

kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). 

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun 2022 didapatkan melalui pengukuran terhadap Indikator 

Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2021-2026. 

Capaian Kinerja pada masing-masing sasaran strategis mencakup beberapa hal 

meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; perbandingan 

antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu; perbandingan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen Renstra; perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional 

jika ada; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan 
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sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dijabarkan pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022 

 

 

No 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya kualitas kinerja 

dan pelayanan perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD 

 

Nilai BB(80) BB(74,47)       93,09 

 Persentase inovasi yang terealisasi % 100 100         100 

 

2 Meningkatnya capaian 

perencanaan dan pengukuran 

kinerja pada SAKIP daerah 

Nilai SAKIP komponen perencanaan 

kinerja 

 

% 

 

19,34 

 

19,34 

 

        100 

Nilai SAKIP komponen pengukuran 

kinerja 

 

% 

 

14,07 

 

14,07 

 

100 

3 Meningkatnya penerapan inovasi 

dan daya saing daerah 

Persentase perangkat daerah dan 

lembaga masyarakat yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi daerah 

 

% 

 

9,0 

 

9,0 

 

100 

 Tingkat pemenuhan data daya saing 

daerah 

 

% 

 

82,47 

 

    

82,47 

 

100 
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Penjabaran analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2022 

diuraikan berikut ini: 

 

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat 

daerah 

 

Sasaran strategis 1 (meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat 

daerah) di ukur dengan 2 indikator yaitu: 

1. Nilai SAKIP OPD, Indikator Nilai SAKIP OPD dihitung melalui evaluasi 

terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang 

berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai 

pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat dan 

pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan 

realisasinya. Ruang lingkup atas implementasi SAKIP mencakup: penilaian 

terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan 

sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan 

informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan dan evaluasi 

terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. 

Pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP OPD capaiannya adalah 

93,09% dengan predikat berhasil dari target yang ditetapkan adalah BB (80) 

realisasinya juga BB dengan nilai 74,47 nilai diperoleh dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah 

berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki 

sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.  

2. Persentase inovasi yang terealisasi, untuk memaksimalkan peningkatan  

Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah, Bappeda 

Kabupaten Rejang Lebong membuat trobosan dan inovasi guna mengatasi 

gagal inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang 

Lebong yaitu dengan membentuk ‘’KLINIK INOVASI’’ yang merupakan 

bentuk inovasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang berfungsi sebagai 
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forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam 

pengembangan, penerapan dan pelaporan inovasi daerah. Dengan adanya 

‘’Klinik Inovasi ‘’ sebagai inovasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka 

pencapaian target indikator kinerja persentase inovasi yang terealisasi, di 

hitung dari jumlah inovasi yang terealisasi dibagi target inovasi, 1 inovasi 

yang terealisasi dibagi 1 target inovasi dikali 100%, dengan realisasi 100% 

dan capaian 100% dengan predikat berhasil. 

 

Sasaran Strategis 2 

  

Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran 

kinerja pada SAKIP Daerah 

 

Sasaran strategis 2 (meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat 

daerah) di ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu: 

1. Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, realisasi sebesar 19,34% dari 

target 19,34% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan predikat 

berhasil. Pencapaian target diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB 

2. Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, realisasi   sebesar 14,07% dari 

target 14,07% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan prdikat 

berhasil. Pencapaian target diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB. 

 

 

Sasaran Strategis 3 

 

Meningkatnya inovasi dan penerapan daya saing daerah 

 

Sasaran strategis 3 (meningkatnya inovasi dan penerapan daya saing daerah) di 

ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu: 

1. Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi daerah, dengan target 9,0% dan dengan realisasi 

9,0%, capaian indikator sebesar 100%  realisasi dihitung dari 18 perangkat 

daerah dan lembaga masyarakat yang ikut inovasi dibagi 200 target yang 

ikut inovasi sampai akhir dokumen Renstra dikali 100% dengan hasil 9,0% . 

Indikator ini menggambarkan bahwa jumlah inovasi yang dimilki lembaga 

masyarakat dan perangkat daerah mengalami kenaikan dari tahun 
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sebelumnya dalam rangka untuk memacu kreativitas masyarakat dan 

perangkat daerah untuk terus berinovasi. Dan perlu di berikan penghargaan 

/reward sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap inovasi yang telah 

dilaksanakan oleh lembaga masyarakat dan perangkat daerah. 

2. Tingkat pemenuhan data daya saing daerah, dengan target 82,47% dan 

realisasi 82,47%. Di hitung dari jumlah komponen penilaian data daya saing 

daerah yang terisi dibagi jumlah seluruh komponen penilaian data daya 

saing daerah dikali 100% (80 dibagi 97 dikali 100) dengan realisasi 82,47 

dan capain kinerja sebesar 100% dengan predikat baik. 

 

3.1.2.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir: 

- Realisasi kinerja sasaran strategis 1  indikator nilai SAKIP OPD pada tahun 

2021 adalah  BB (72,60), sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja BB (74,47), 

ada kenaikan sebesar 2,07. Pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 

berdasarkan hasil penilaian evaluasi Inspektorat dari implementasi SAKIP 

Bappeda. 

- Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis 1 indikator Persentase inovasi 

yang terealisasi  adalah 100%, realisasi pada tahun 2022 juga sebesar 100%. 

Realisasi dilihat dari inovasi yang dimiliki Perangkat Daerah untuk setiap 

tahunnnya karena setiap OPD diwajibkan untuk memilki inovasi setiap 

tahunnya 

- Tahun 2021 sasaran strategis indikator 1 dan 2 dengan realisasi indikator 1 

sebesar 19,34%, realisasi sama dengan tahun 2022, sedangkan untuk indikator 

2 sebesar 14,07, realisasi tersebut sama dengan tahun 2022, hasil penilaian 

diperoleh dari evaluasi SAKIP per komponen yang di nilai oleh Kemenpan  

RB 

- Sasaran strategis 3 dengan realisasi indikator 1  tahun 2021 sebesar 6,5%, 

sedangkan tahun 2022 sebesar 9,0, pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya yang disebabkan karena masyarakat dan perangkat daerah 

muali bersama-sama untuk memiliki inovasi yang bertujuan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 



44 | L K j I P  B a p p e d a  K a b u p a t e n  R e j a n g  L e b o n g  T a h u n  2 0 2 2  

pelayanan publik , pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan 

daya saing daerah 

- Sasaran strategis 3 dengan realisasi indikator 2 pada tahun 2021 sebesar 

80,41%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 82,47 %,tahun 2022 mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, karena daya saing merupakan 

kemampuan suatu daerah dalam menetapkan strategi pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 

Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2021 s.d Tahun 2022 

 

NO 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

Realisasi 

 Kinerja Tahun 

2021 

Realisasi 

 Kinerja Tahun 

2022 

1 2 3   

1 Meningkatnya kualitas kinerja dan 

pelayanan perangkat daerah 

Nilai  SAKIP OPD BB(72,60) BB(74,47) 

 

 Persentase inovasi yang terealisasi   100%      100% 

 

 
2 Meningkatnya capaian perencanaan 

dan pengukuran kinerja pada SAKIP 

Daerah 

Nilai SAKIP komponen perencanaan 

kinerja 

 19,34% 19,34% 

  Nilai SAKIP komponen pengukuran 

kinerja 

 14,07% 14,07% 

 

 
3 Meningkatnya penerapan inovasi dan 

daya saing daerah 

Persentase perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang difasilitasi dalam 

penerapan inovasi daerah 

 

6,5%  9,0% 

 Tingkat pemenuhan data daya saing daerah 80,41% 82,47% 
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3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis 

organisasi 

 

Indikator kinerja tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Periode Tahun 2021–2026. 

  Indikator Kinerja “ Nilai SAKIP OPD’’ antara target dan realisasi pada tahun 

2022 sama yaitu BB, sedangkan untuk target Renstra tahun terakhir BB, 

walaupun di tahun terakhir Renstra targetnya masih BB dengan harapan nilai 

perkomponen akan terus meningkat sampai akhir Renstra. 

 Indikator Kinerja “ Persentase Inovasi yang terealisasi’’ realisasi kinerja tahun 

2022 sebesar 100%, indikator maupun target pada Renstra Tahun 2022 dan 

target Renstra tahun terakhir pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-

2026 tidak ada karena indikator tersebut hanya tercantum pada dokumen 

perjanjian kinerja setiap OPD.  

 Indikator Kinerja “ Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja” realisasi 

kinerja tahun 2022 dan target Renstra 2022 berbeda karena realisasi Tahun 

2022 menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan nilai per komponen 

penilaian tahun 2022 dari Kemen PAN RB belum ada. Target diubah di 

dokumen perjanjian kinerja perubahan. Untuk target belum mencapai target  

Renstra tahun terakhir. 

 Indikator Kinerja “ Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja” realisasi 

kinerja tahun 2022 dan target Renstra 2022 berbeda karena realisasi Tahun 

2022 menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan rincian penilaian per 

komponen tahun 2022 dari Kemen PAN RB belum ada. Target telah diubah di 

dokumen perjanjian kinerja perubahan. Untuk target belum mencapai target 

Renstra tahun terakhir. 

 Indikator Kinerja “ Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang 

difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” realisasi kinerja tahun 2022 adalah  

9,0% , sedangkan target Renstra tahun 2022 sama dengan target Renstra 2022 

yaitu 9,0% dan target Renstra tahun terakhir adalah 16,0% 
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 Indikator Kinerja “ tingkat pemenuhan data daya saing daerah’’ realisasi 

kinerja tahun 2022 adalah 82,47%,sedangkan target Renstra tahun 2022, target 

Renstra tahun terakhir adalah 90,72. 

Adapun perbandingan capaian indikator strategis tahun 2022 dengan target 

jangka menengah Renstra OPD dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Perbandingan capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2022 

dengan target jangka menengah Renstra OPD 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA Program 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 2022 

Target 

Renstra 

Tahun 2022 

Target 

Renstra 

Tahun 

terakhir 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya kualitas 

kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

BB(74,47) BB BB 

 Persentase inovasi yang 

terealisasi 

Penelitian dan Pengembangan 

daerah 

100% 100 % 100% 

2 Meningkatnya capaian 

perencanaan dan 

pengukuran kinerja 

pada SAKIP Daerah 

Nilai SAKIP Komponen 

perencanaan kinerja 

Perencanaan, pengendalian, 

dan evaluasi pembangunan 

daerah 

Koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan pembangunan 

daerah 

19,34 % 21,27 % 23,77% 

Nilai SAKIP komponen 

pengukuran kinerja 

14,07% 14,83 % 17,33% 

3 Meningkatnya 

penerapan inovasi dan 

daya saing daerah 

Persentase perangkat 

daerah dan lembaga 

masyarakat yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi daerah 

 

 

Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 

 

 

9,0% 

 

9,0% 

 

 16.0% 

  Tingkat pemenuhan data 

daya saing daerah 

82,47 82,47 90,72% 
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3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 

 

 

Tabel 3.4  

Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2022 

dengan Standar Nasional 

 
 

No 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 2022 

Target/ 

Standar 

Nasional 

1 Meningkatnya kualitas 

kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD BB >B 

 Persentase inovasi yang 

terealisasi  

100%  - 

2 Meningkatnya capaian 

perencanaan dan 

pengukuran kinerja 

pada SAKIP Daerah 

Nilai SAKIP 

Komponen perencanaan 

kinerja 

19,34% - 

 Nilai SAKIP 

Komponen pengukuran 

kinerja 

    14,07% - 

3 Meningkatnya 

penerapan inovasi dan 

daya saing daerah 

Persentase perangkat 

daerah dan lembaga 

masyarakat yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

  

9,0% 
- 

 Tingkat pemenuhan 

data daya saing daerah 

 

82,47% 
- 

  

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator sasaran 

strategis tahun 2022 dengan target standar nasional,  yang bisa dibandingkan 

hanya sasaran 1 Indikator 1, capaian indikator sasaran BB sedangkan target 

nasional >B. Capaian yang dicapai lebih tinggi dibandingkan target standar 

nasional. 
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3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan.  

Tabel 3.5 

Realisasi sasaran 1 indikator 1 

Sasaran Strategis  

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian  

Predikat/ 

kategori 

capaian 

Meningkatnya 

kualitas kinerja dan 

pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD BB (80) BB(74,47) 93,09%  Berhasil 

 

Indikator Nilai SAKIP OPD, indikator di nilai oleh Inspektorat dihitung 

melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan 

melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun 

berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara 

keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian 

antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Evaluasi atas 

implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian 

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian 

solusi atas masalah yang ditemuakan untuk tujuan peningkatan 

akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 

 

 

 

Gambar 3.1 

Rapat Evaluasi Internal Bappeda 
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Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian 

kinerja dan sistem pengukuran kinerja. 

- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja 

- Evaluasi terhadap program dan kegiatan 

- Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. 

 

Dari hasil LHE Inspektorat Tahun 2022 Nilai SAKIP Bappeda adalah BB 

dari target BB, walaupun target sama dengan realisasi tetapi mengalami kenaikan 

point dari 72,60 ke angka 74,47 

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 indikator 1 disebabkan 

faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: 

Faktor Pendukung: 

a. Adanya dukungan dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk 

mendampingi dalam  menyusun SAKIP Bappeda. 

b. Dukungan dari personil Bappeda yang terkait dalam penyusunan dokumen 

SAKIP Bappeda guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan 

penilaian SAKIP Bappeda 

c. Perangkat daerah bersedia untuk melengkapi setiap data dan dokumen 

pendukung penilaian AKIP yang diminta oleh evaluator, dalam hal ini 

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. 

d. Komitmen Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk meningkatkan kinerja  

e. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 

(Money Follow Program). 

Faktor Penghambat: 

a. Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada cascading dan pohon 

kinerja yang telah disusun karena keterbatasan jumlah sumber daya 

manusia. 

b. Masih belum optimalnya kegiatan Bimtek/Diklat bagi ASN untuk 

peningkatan kompetensi dalam bidang perencanaan. 
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Tabel 3.6 

Realisasi sasaran 2 

 

Sasaran Strategis  

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian  

Predikat/ 

kategori 

capaian 

Meningkatnya 

kualitas kinerja dan 

pelayanan 

perangkat daerah   

Persentase inovasi 

yang terealisasi  

100% 100%% 100%  Berhasil 

 

Indikator persentase Inovasi yang terealisasi, indikator ini dihitung dari 

jumlah inovasi yang terealisasi dibagi target inovasi dikali 100. Dengan realisasi 

100%. Inovasi yang dimiliki Bappeda adalah “Klinik Inovasi”. Yang berfungsi: 

-  Melayani sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi inovasi OPD  

-  Mendampingi dan pengembangan inovasi OPD 

-  Melakukan pembinaan dan terus mendorong perangkat daerah dan     

lembaga masyarakat untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif 

baru dan inovasi baru. 

 

 

  

Gambar 3.2 

Pendampingan dan pembinaan inovasi Perangkat daerah 

 

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 indikator 2 disebabkan 

faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: 

Faktor Pendukung: 

a. Dukungan dari personil Bappeda untuk pendampingan dan pembinaan 

inovasi perangkat daerah. 
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b. Tersedianya sarana dan prasarana. 

Faktor Penghambat: 

a. Alokasi anggaran yang terbatas. 

b. Budaya cari aman “status quo’’ dan takut mengambil resiko dalam 

birokrasi masih terlalu kuat. 

 

Tabel 3.7 

Realisasi sasaran 2 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator 

Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian  

Predikat/ 

kategori 

capaian 

Meningkatnya 

capaian 

perencanaan dan 

pengukuran kinerja 

pada SAKIP 

Daerah  

Nilai SAKIP 

Komponen 

perencanaan 

kinerja  

19,34% 19,34% 100% Berhasil 

Nilai SAKIP 

Komponen 

pengukuran 

kinerja 

14,07% 14,07% 100% Berhasil 

 

 

1. Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, komponen 

perencanaan di ukur dari dokumen perencanaan kinerja telah 

memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan 

ukuran SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level 

secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), 

selain itu juga perencanaan kinerja harus dimanfaatkan untuk 

mewujudkan hasil berkesinambungan. Capaian indikator diperoleh dari 

penilaian Kemen PAN RB, capaian target sebesar 19,34% atau sebesar 

100%. 

2. Indikator Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, komponen 

pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan 

kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang 

dan berkelanjutan, selain itu juga pengukuran kinerja dijadikan dasar 

dalam pemberian Reward dan Punisment, serta penyesuaian strategi 

dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Capaian indikator 
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diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB, realisasi sebesar 14,07% dari 

target 14,07% atau dengan capaian 100%. 

 

  

 

Gambar 3.3 

Rapat Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan 

dan dokumen pengukuran kinerja 

 

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan antara lain: 

 Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis 

kinerja. 

 Kerjasama antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen 

perencanaan. 

 Adanya peran Bappeda dalam mengawal kesesuaian dokumen 

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

 

Namun disisi lain, capaian indikator belum maksimal dipengaruhi oleh: 

 Masih kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung 

pencapaian kinerja dan indikator sasaran RPJMD. 

 Keterbatasan anggaran dalam menunjang kinerja perangkat daerah 

dalam pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD. 

 

Solusi yang harus  dilakukan antara lain: 

 Perlu disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja 

 Perlu disusunnya pedoman teknis pengukuran kinerja 
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 Optimalisasi sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata 

kelola penyusunan dokumen perencanaan 

 Perlu adanya aplikasi yang terintegrasi dalam satu proses mulai 

dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan 

evaluasi, serta pelaporan kinerja 

 Optimalisasi fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang 

disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan. 

 

Tabel 3.8 

Realisasi sasaran 3  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  Predikat/ 

kategori 

capaian  

Meningkatnya 

penerapan inovasi 

dan daya saing 

daerah 

Persentase 

perangkat daerah 

dan lembaga 

masyarakat yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

 

9,0% 

 

9,0% 

 

100% 

 

Baik 

Tingkat 

pemenuhan data 

daya saing daerah 

 

82,47% 

 

82,47% 

 

100% 

 

Baik 

 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong khususnya Bappeda Kabupaten 

Rejang Lebong serius mengembangkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan 

Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang 

pengukurannya dilakukan oleh Kemendagri RI dimana Indeks Inovasi Daerah dan 

Indeks Daya Saing Daerah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk 

meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah dimulai dari  

pembuatan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, sosialisasi 

secara berkala, pendampingan yang bertujuan guna membuka mindset OPD akan 

arti penting inovasi dan manfaat inovasi itu sendiri, serta juga melakukan 

monitoring, evaluasi. 
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Indikator kinerja persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat 

yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dihitung dari jumlah OPD dan 

lembaga masyarakat yang ikut inovasi dibagi jumlah total OPD dan lembaga 

masyarakat dikali 100, 18 inovasi OPD dan lembaga masyarakat dibagi 200(target 

inovasi) dikali 100, dengan realisasi 9,0 dan capaian 100% 

Indikator kinerja tingkat pemenuhan data daya saing daerah dihitung dari  

jumlah komponen penilaian data daya saing daerah yang terisi dibagi jumlah  

keseluruhan komponen penilaian data daya saing daerah di kali 100, 80 (Jumlah 

komponen yang terisi) dibagi 97 (jumlah komponen keseluruhan) dikali 100, 

dengan realisasi 87,47 % sesuai dengan yang ditargetkan, capaian kinerja sebesar 

100% dengan kategori baik. 

 

 
 

 
 

 

Gambar 3.4 

Dokumentasi inovasi-inovasi OPD dan Masyarakat 

 

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3 disebabkan faktor 

pendukung dan penghambat sebagai berikut: 

Faktor Pendukung: 

1. Perangkat Daerah bersedia untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat 

meningkatkan pelayanan. 

2. Kerjasama yang baik dari masyarakat dalam berinovasi. 
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Faktor Penghambat: 

1. Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah baru berupa pembaharuan- 

pembaharuan dalam tugas dasar, belum kepada inovasi sesungguhnya 

 

 

 

Prestasi dan Penghargaan yang diraih Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong 

 

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

pada Tahun 2022 sebagaimana telah disebutkan diatas didukung dengan berbagai 

prestasi yang berhasil diraih yaitu: 

1. Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tingkat OPD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong, yang diserahkan pada tanggal 09 Maret 2022. 
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2. Juara 2 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik kedua 

tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2022, yang diserahkan pada tanggal      

30 Maret 2022 

 

 

 

3. Terbaik 1 dari hasil penilaian Implementasi SAKIP Tahun 2022, yang 

diserahkan pada tanggal 18 November 2022. 

 

 

 

3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 

 

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran 

Tingkat efisiensi sumber daya adalah selisih penggunaan sumber dana 

dengan capaian kinerja yang dicapai, sedangkan tingkat efektivitas adalah 

seberapa besar kinerja bisa dihasilkan dari sumber daya yang digunakan. Tingkat 

efisiensi dan efektivitas penggunaan dana untuk mencapai sasaran kinerja yang 

ingin dicapai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat sebagai berikut: 
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Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %

1
Meningkatnya kualitas kinerja 

dan pelayanan perangkat daerah
Nilai SAKIP OPD % BB (72,60) BB (74,47) 93,09

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

4.769.304.610 4.547.340.391  95,35

Persentase Inovasi yang 

terealisasi
% 100 100 100

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah
390.102.000    326.509.436     83,70

96,55 Total Per sasaran 5.159.406.610 4.873.849.827  94,47

2,08

102,20  

Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %

2

Meningkatnya capaian 

perencanaan dan pengukuran 

kinerja pada SAKIP Daerah

Nilai SAKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja
% 19,34 19,34 100

Program Perencanaan , 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah

553.445.675    441.548.513     79,78

Nilai SAKIP Komponen  Kinerja % 19,34 19,34 100

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

740.261.400    563.490.732     76,12

100 Total Per sasaran 1.293.707.075 1.005.039.245  77,69

22,31

128,72  

Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %

3
Meningkatnya penerapan 

inovasi dan daya saing daerah

Persentase perangkat daerah dan 

lembaga masyarakat yang 

difasilitasi dalam penerapan 

inovasi daerah

% 9,0 9,0 100

Tingkat Pemenuhan data daya 

saing daerah
% 82,47 82,47 100

100 Total Per sasaran 390.102.000    317.926.936     81,50

18,50

122,70  

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Bappeda 2022

81,50

Kinerja Keuangan
No Sasaran Indikator Satuan

317.926.936     

Keuangan

Rata-rata  capaian dari 2 indikator 

TINGKAT EFISIENSI

TINGKAT EFEKTIFITAS

No Sasaran Indikator

Rata-rata  capaian dari 2 indikator 

TINGKAT EFISIENSI

TINGKAT EFEKTIFITAS

Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah
390.102.000    

Rata-rata  capaian dari 2 indikator 

Satuan
Kinerja Keuangan

TINGKAT EFISIENSI

TINGKAT EFEKTIFITAS

No Sasaran Indikator Satuan
Kinerja
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Pada sasaran meningkatkan capaian kualitas kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 94,47% menggunakan sumber 

daya keuangan sebesar 94,47%, sehingga tingkat efisiensinya adalah selisih rata-rata 

capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan (96,55% -

94,47%=2,08%), artinya sangat efisien. Sementara tingkat efektifitas adalah rata-rata 

capaian indikator dibagi dengan toal persasaran (96,55:94,47=102,20%) 

Untuk sasaran meningkatnya capaian perencanaan kinerja dan pengukuran 

kinerja pada SAKIP Daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 100% 

menggunakan sumber daya keuangan sebesar 77,69%, sehingga tingkat efisiensinya 

adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang 

digunakan (100%-77,69%=22,31%), artinya sangat efisien. Sementara tingkat 

efektifitas adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan total persasaran 

(100:77,69=128,21%) 

Sasaran meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing, untuk 

menghasilkan kinerja sebesar 100% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 

81,50%, sehingga tingkat efisiensinya adalah selisih rata-rata capaian indikator 

dengan realisasi sumber daya yang digunakan (100%-81,50%=18,5%), artinya sangat 

efisien. Sementara tingkat efektifitas adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan 

toal persasaran (100:81,50=122,70%). 

Untuk meningkakan capain kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Rejang 

Lebong , berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang 

akan datang direkomendasikan solusi perbaikan sebagai berikut: 

1. Perlunya sistem evaluasi dan pengendalian yang terintegrasi, dimana 

seluruh bidang ikut memonitor dan memberi saran/rekomendasi 

perbaikan untuk peningkaan capaian kinerja sasaran . 

2. Mendorong penyediaan data yang akurat untuk perencanaan  

pembangunan daerah dan evaluasi kegiatan. 

 

b.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia 

Selain efisiensi dalam penggunaan anggaran, Sumber daya aparatur 

merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kinerja. Dari 

beberapa indikator analisis penggunaan sumber daya manusianya sama meliputi: 
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a. Sumber daya manusia yang digunakan masih terbatas dan perlu ditingkatkan 

kualitas dan kemampuan dalam bidang perencanaan sehingga kegiatan dapat 

berjalan secara lancar dan efisien. 

b. Sumber daya manusia yang digunakan masih sangat terbatas dan perlu 

ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas utamanya dalam bidang penelitian 

sehingga kegiatan dapat berjalan secara optimal, lancar dan efisien. 

Sumber daya Bappeda setiap bidang berperan aktif dalam mencapai setiap 

target indikator, setiap ASN bidang memiliki mitra bidang masing – masing, yang 

nantinya akan menghitung capaian target OPD berdasarkan dokumen RPJMD, 

RKPD dan dokumen APBD. 

 

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau 

kegagalan percapaian pernyataan kinerja 

 

 

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan 

perangkat daerah 

Indikator Kinerja  : 1. Nilai SAKIP OPD 

2. Persentase inovasi yang terealisasi 

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 

dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (2 

dokumen), Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (4 

dokumen) 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output jumlah laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (5 dokumen). 
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2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut 

 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan dan Teknologi, dengan sub kegiatan 

sebagai berikut: 

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan 

output jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah (1 dokumen), 

Jumlah dokumen data daya saing daerah (1 dokumen), jumlah inovasi 

perangkat daerah dan lembaga masyarakat (18 dokumen). 

 

 

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya capaian perencanaan dan 

pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah  

Indikator Kinerja  : 1. Nilai SAKIP Komponen perencanaan 

kinerja 

2. Nilai SAKIP Komponen pengukuran 

kinerja. 

 

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan 

sebagai berikut: 

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan 

output, jumlah berita acara forum konsultasi publik, forum OPD dan 

Musrenbang Kabupaten/Kota (3 berita Acara) 

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota, dengan output 

jumlah dokumen RKPD (2 dokumen), jumlah dokumen IKU 

Kabupaten dan PK Kabupaten ( 2 dokumen). 

 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanana 

Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 
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- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan output jumlah masukan 

analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah (2 masukan), jumlah laporan hasil evaluasi kinerja 

pembangunan daerah (212 laporan) 

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Jumlah 

Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah dokumen Renstra, jumlah 

dokumen Renja, Jumlah dokumen perjanjian kinerja, jumlah dokumen 

rencana aksi, jumlah dokumen IKU, jumlah perangkat daerah yang 

mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan 

Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia        

(6 dokumen). 

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD), dengan output jumlah perencanaan 

pembangunan daerah Bidang Infrastruktur  dan Kewilayahan,  jumlah 

dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen 

perjanjian kinerja, jumlah dokumen rencana aksi, jumlah dokumen 

IKU, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan 

evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur dan 

Kewilayahan (5 dokumen). 

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD), dengan output jumlah perencanaan 

pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA,  jumlah 

dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, jumlah dokumen 
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perjanjian kinerja, jumlah dokumen rencana aksi, jumlah dokumen 

IKU, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan 

evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan 

SDA (2 dokumen). 

 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dan daya 

saing daerah  

Indikator Kinerja  : 1. Persentase perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang difasilitasi dalam 

penerapan inovasi daerah. 

2. Tingkat pemenuhan data daya saing 

daerah. 

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan 

output jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah (1 dokumen), 

Jumlah dokumen data daya saing daerah (1 dokumen), jumlah inovasi 

perangkat daerah dan lembaga masyarakat (18 dokumen). 

 

3.2  Realisasi Anggaran 

Dalam Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

melaksanakan Belanja Operasi sebesar Rp. 6.264.327.285,- berupa belanja pegawai 

dan barang dan jasa . Di samping itu, Bappeda juga melaksanakan Belanja Modal 

sebesar Rp. 188.786.400. Belanja Operasi Bappeda digunakan untuk membiayai 4 

program, 13 kegiatan dan dirinci dalam 26 sub kegiatan. 

Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan 

Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 

lainnya ASN serta Belanja Barang dan Jasa untuk membiayai 4 program, 13 kegiatan 
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dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 26 dengan realisasi 90,69%, Belanja modal 

meliputi belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi kinerja kegiatan 

mencapai 99,71%. Secara total realisasi keuangan yang meliputi Belanja Operasi dan 

Belanja Modal mencapai 90,97%. 

Tabel berikut memberikan gambaran realisasi anggaran yang dipergunakan 

untuk mencapai sasaran dan indikator perangkat daerah pada tahun 2022:   
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Tabel 3.9 

Realisasi Penggunaan Anggaran 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

 

Program 

 

 

Realisasi  

Kinerja  

Tahun  

2021 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

 

Anggaran 

yang tidak 

terealisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Meningkatnya 

kualitas kinerja 

dan pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

     

       BB 

 

4.769.304.610 

 

4.547.337.391 

 

4,65 

Persentase inovasi 

yang terealissai 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah 

    

   100% 

 

390.102.000 

 

 

317.926.936 

 

     

 18,5 

   

2 Meningkatnya 

capaian 

perencanaan dan 

pengukuran 

kinerja pada 

SAKIP Daerah 

Nilai SAKIP 

komponen 

perencanaan kinerja 

kinerja 

Perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

 

       

19,34% 

 

 

553.445.675 

 

             

441.548.513 

     

     

15,21 

  Nilai SAKIP 

komponen 

pengukuran kinerja 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 

 

 

 

 

14,07% 

 

 

740.261.400 

 

 

563.490.732 

 

 

23,88 
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3 Meningkatnya 

penerapan inovasi 

dan daya saing 

daerah 

Persentase 

perangkat daerah 

dan lembaga 

masyarakat yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

 

 

 

 

 

 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah 

 

 

   9,0% 

 

 

 

 

 

 

 

390.102.000 

 

 

 

 

 

 

 

317.926.936 

 

 

 

 

 

 

 

18,5 

  Tingkat pemenuhan 

data daya saing 

daerah 

 

 

 

   82,47% 
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Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan 

anggaran: 

a. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah   

Indikator 1 :  Nilai SAKIP OPD, didukung  dengan Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja sebesar BB  

dengan persentase pencapaian kinerja adalah 93,09%. Pada alokasi 

anggaran Rp. 4.769.304.610,- dengan realisasi Rp. 4.547.337.610,- maka 

persentase capaian anggaran adalah 95,35% dan tidak terealisasi sebesar 

4,65%, penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan 

penetapan biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian 

kinerja. 

Indikator 2 : Persentase inovasi yang terealisasi didukung Program 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, realisasi kinerja sebesar 100% dan 

pencapaian kinerja sebesar 100% . Pada alokasi anggaran Rp. 340.102.000 

dengan realisasi Rp. 317.926.936,- maka persentase capaian anggaran 

adalah 81,5% dan yang tidak terealisasi sebesar 18,5%, penyebab anggaran 

tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa 

anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja. 

b. Sasaran 2 : Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja 

pada SAKIP Daerah dengan 2 indikator:   

Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan Nilai SAKIP 

komponen pengukuran kinerja, kedua indikator didukung dengan 2 

program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan. Alokasi kedua anggaran sebesar Rp. 

1.293.707.0251.005,- dengan realisasi Rp. 1.005.039.245,- maka persentase 

capaian anggaran adalah 77,69% dan yang tidak terealisasi sebesar 22,31%, 

penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan 

biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja. 

c. Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah dengan 

2 indikator:  
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Indikator persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi dan Indikator tingkat pemenuhan data daya saing daerah 

kedua indikator didukung dengan 1 program yaitu Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 390.102.000,- 

dengan realisasi Rp. 317.926.936,-. Maka persentase capaian kinerja 

sebesar 81,5% dan yang tidak terealisasi sebesar 18.5, penyebab anggaran 

tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa 

anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  
4.1  KESIMPULAN  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata 

lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu 

informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang 

berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran 

strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang 

ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. 

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. 

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analis kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Secara rata-rata capaian kinerja dari 3 indikator sasaran strategis Bappeda pada 

tahun 2022 adalah sebesar 98,85% yang dihitung dari rata-rata capaian dari 

seluruh indikator sasaran strategis. Dengan perincian sebagai berikut: 

a. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat 

daerah) diukur melalui 2 indikator yaitu Nilai SAKIP OPD  dengan realisasi 

BB (74,47) dari target BB (80) dengan capaian kinerja 93,09%. Dan 

persentase inovasi yang terealisasi  dengan realisasi sebesar 100% dari target 

100%. Dengan demikian indikator telah memiliki kinerja yang telah baik 

walaupun indikator Nilai SAKIP OPD belum memenuhi target maksimal. 

b. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran 

kinerja pada SAKIP Daerah) diukur melalui 2 indikator yaitu Nilai SAKIP  

komponen perencanaan kinerja dengan realisasi 19,34% dari target 19,34% 

karena realisasi sama dengan target maka persentase capaiannya 100%. Nilai 
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SAKIP komponen pengukuran kinerja dengan realisasi  14,07% dari target 

14,07% karena realisasi sama dengan target maka persentase capaiannya 

100%. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan 

telah mencapai target yang ditetapkan. 

c. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah) 

diukur melalui 2 indikator yaitu persentase perangkat daerah dan lembaga 

masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan realisasi 

9,0% dari target 9,0% karena realisasi sama dengan target maka persentase 

capaiannya 100%. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang 

telah baik dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 

2022 dengan kategori  “Baik”, hal ini terlihat dari anggaran APBD Perubahan 

Bappeda sebesar Rp. 6.453.113,685,- dapat terealisasi sebesar Rp. 

5.870.303.572,- atau 90,97%. Seluruh sub kegiatan semuanya dapat 

dilaksanakan secara optimal, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari 

anggaran sebesar Rp. 4.769.304.610,- dan realisasi sebesar Rp. 

4.547.337.391,-  atau 95,34% 

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

dengan anggaran sebesar Rp. 553.445.675,- dan realisasi Rp. 441.548.513,- 

atau 79,78% 

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  

dengan anggaran sebesar Rp. 740.261.400,- dan realisasi Rp. 563.490.732,- 

atau 76,12% 

d. Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 

390.102.000,- dan realisasi Rp. 317.926.936 atau 81,50% 

  Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut, secara 

umum capaian target telah tercapai sesuai dari target yang diperjanjikan, dan secara 

rata–rata capaian target sebesar 98,85% dengan kategori berhasil.  

Hasil pengukuran kinerja ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk digunakan 

dalam perencanaan tahun berikutnya agar memiliki kinerja yang lebih baik dan 

semakin memberikan manfaat, tidak hanya bagi internal Bappeda Kabupaten Rejang 
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Lebong dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong, tetapi juga masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan. 

 

4.2 Langkah Perbaikan di masa yang akan datang 

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang 

ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu dilakukan 

perbaikan adalah: 

1. Meningkatnya kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran 

pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan 

dan penganggaran selaras denagn RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat 

dan Kabupaten Rejang Lebong. 

2. Perencanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong perlu dioptimalkan kembali 

agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong. 

3. Meningkatnya peran Bappeda dalam mengawal pencapaian visi dan misi 

jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

4. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan inovasi daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda 

Kabupaten Rejang Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi  

aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

1. Perjanjian Kinerja 

2. Tabel Data Pendukung IKU 

3. Dokumentasi Penghargaan dan Prestasi yang diraih OPD 

4. Lain-lain yang dianggap perlu 

  

 

 

 






























































